NOMOR 38

TAHUN 2014

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN
TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

a.

—

bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan sektor
transportasi dengan sektor lainnya dan meningkatkan aspek
keamanan, keselamatan dan kenyamanan pelayanan sektor
transportasi kepada masyarakat serta meningkatkan peranan
semua pihak dalam kegiatan pembangunan sektor
transportasi perlu dikembangkan sistem transportasi wilayah;

sistem transportasi wilayah merupakan bagian dari sistem
transportasi nasional yang disusun dengan mengacu pada
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran
Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional 2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4956);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5108); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5159);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 52298);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2005
Tentang Sistem Transportasi Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59
Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2010
Tentang Tatanan Kebandar Udaraan Nasional;



Menetapkan ":

26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2010

Tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda;

27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006

Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;

28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010

Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi
Penyeberangan Tahun 2010 - 2030;

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3

Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025;

30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3

Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029;

31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11

Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM TRANSPORTASI
NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat/

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sistem Transportasi Nasional selanjutnya disebut Sistranas
adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara
kesisteman dan antarmoda, terdiri dari transportasi jalan,
transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau,
transportasi penyeberangan, transportasi laut, serta transportasi
udara, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana,
yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan
perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa
transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani
perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang
secara dinamis

Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
yang selanjutnya disebut Tatrawil Provinsi Nusa Tenggara Barat



adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara
kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta
api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan,
transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing
terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi
membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang
efektif dan efisien, terpadu dan harmonis, yang berfungsi
melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau
antar kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul
atau kota nasional atau sebaliknya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Sistranas pada Tatrawil Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagai panduan bagi semua pihak terkait dalam
rangka penyusunan rencana kerja penyelenggaraan transportasi di

wilayah provinsi, kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat.
Pasal 3

Sistranas pada Tatrawil Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan
untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem jaringan transportasi
yang efektif dan efisien dalam menunjang dan menggerakkan
dinamika pembangunan.

Pasal 4

(1) Sistranas pada Tatrawil Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan

b. BABII : Pendekatan

BAB III  : Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, dan Program
BAB IV : Penutup

o

(2) Sistranas pada Tatrawil Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 5

Sistranas Pada Tatrawil Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan
oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Pasal 6



Sistranas Pada Tatrawil Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal (4) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1
(satu) tahun sekali.

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Desember 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010
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